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ABSTRAK 

Wachidah Munirotun Ni’mah 

Analisis Implementasi Program Posbindu PTM di Wilayah Kerja Puskesmas 

Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2019 

XV + 173 halaman + 4 tabel + 5 gambar + 10 lampiran 

 

Sejak disosialisasikan pada tahun 2011, pelaksanaan Posbindu PTM masih 

belum optimal. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, puskesmas 

yang telah menyelenggarakan Posbindu PTM pada tahun 2019 dengan capaian 

SPM PTM terendah adalah Puskesmas Undaan. Persentase SPM hipertensi 

sebesar 2,9% dan persentase SPM DM sebesar 29,8%. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program Posbindu PTM di 

wilayah kerja Puskesmas Undaan Kabupaten Kudus tahun 2019. 

Jenis penelitian kualitatif dengan rancangan penelitian studi kasus. Teknik 

pengambilan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, informan dipilih 

secara purposive. Pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi. Informan 

utama berjumlah 9 orang dan informan triangulasi berjumlah 6 orang. Teknik 

analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, melalui tiga komponen 

yaitu reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek sikap pelaksana sudah optimal. 

Sedangkan aspek yang belum optimal dalam implemetasi program Posbindu PTM 

di wilayah kerja Puskesmas Undaan tahun 2019 adalah standar dan tujuan 

kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan 

pelaksana, dan kondisi lingkungan. 

Saran untuk penelitian ini adalah Puskesmas Undaan melakukan sosialisasi 

kepada pemerintah desa terkait program Posbindu PTM, memberikan pelatihan 

kepada kader tentang PMT dan KMS Posbindu PTM. 

 

Kata kunci: Implementasi, Posbindu PTM, Kebijakan 

Kepustakaan: 50 (2002-2020) 
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ABSTRACT 

Wachidah Munirotun Ni’mah 

Analysis of Integrated Village NCD Prevention Post (Posbindu PTM) 

Program Implementation in the Area of Undaan Primary Healthcare Center 

of Kudus Regency 2019 

XV + 173 pages + 4 tables + 5 images + 10 appendices 

 

Since being socialized in 2011, the implementation of Posbindu PTM was 

still not optimum. Based on the data, the primary health care (PHC) that has 

organized Posbindu PTM in 2019 with the lowest standards service of NCD 

achievement was Undaan PHC. The percentage of hypertension was 2,9% and 

DM was 29,8%. The purpose of this study was to find out how the Posbindu PTM 

program was implemented in the Undaan PHC Kudus regency in 2019. 

This type of research was qualitative with a case study research design. 

The data collection technique used was in-depth interviews. The main informants 

were 9 people and the triangulation informants were 6 people. The data analysis 

technique used the Miles and Huberman model, through three components, 

namely reduction, data presentation, and conclusion. 

The results showed that the attitude aspect of the executor was optimum. 

While aspects that have not been optimum were policy standards and objectives, 

resources, communication between organizations, characteristics of the 

implementing agency, and environmental conditions. 

Suggestions for this research are that the Undaan PHC conducts outreach 

to the government responsible in village area regarding the Posbindu PTM 

program, provides training to cadres about supplementary feeding and growth 

charts of Posbindu PTM. 

 

Keywords: Implementation, Posbindu PTM, Policy 

Literatures: 50 (2002-2020) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan di Indonesia 

saat ini adalah terjadinya  perubahan pola penyakit yang semula didominasi oleh 

penyakit menular beralih pada penyakit tidak menular (PTM). Menurut hasil Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, 2013, dan 2018 tampak kecenderungan 

peningkatan prevalensi penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, 

stroke, dan penyakit sendi atau rematik. Fenomena ini diprediksi akan terus 

berlanjut. Pada tahun 2018 di Indonesia, prevalensi penduduk dengan hipertensi 

sebesar 34,1%. Prevalensi obesitas (Indeks Massa Tubuh atau IMT ≥ 25–27) pada 

penduduk usia  ≥ 15 tahun sebesar 35,4%, sedangkan penduduk obese dengan 

IMT ≥ 27 sebesar 21,8%. Prevalensi stroke pada penduduk umur ≥ 15 tahun 

sebesar 10,9%. Prevalensi penyakit sendi sebesar 7,3% dan prevalensi penderita 

diabetes melitus sebesar 2% (Kemenkes RI, 2018). 

Hasil survei secara nasional yang dilakukan pada penduduk usia ≥ 10 

tahun, menghasilkan proporsi perokok aktif sebesar 28,8%, proporsi konsumsi 

minuman beralkohol sebesar 3,3%, proporsi aktivitas kurang sebesar 33,5%, dan 

proporsi makan buah dan sayur kurang dari 5 porsi sehari sebesar 95,5%. Dari 

data tersebut dapat dilihat gambaran perilaku kesehatan masyarakat masih dalam 

kategori sangat kurang sehingga menjadi salah satu penyebab meningkatnya 

kejadian penyakit tidak menular (Riskesdas, 2018). 
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Hasil laporan World Economic Forum (WEF) menyebutkan, pada tahun 

2012 Indonesia menghadapi kerugian sebesar US$ 4,47 triliun dan akan berlanjut 

hingga tahun 2030 yang disebabkan oleh penyakit tidak menular. Peningkatan 

prevalensi PTM berdampak negatif terhadap beban pembiayaan kesehatan yang 

harus ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat. Pengobatan bagi  penyandang 

PTM cenderung memerlukan waktu lama dan biaya yang relatif mahal, terlebih 

bila kondisinya berkembang menjadi kronik serta terjadi komplikasi. Selain itu, 

salah satu dampak PTM adalah terjadinya kecacatan termasuk kecacatan 

permanen (Kemenkes RI, 2014).  

Pemerintah Indonesia telah menetapkan program nasional untuk 

mengendalikan permasalahan penyakit tidak menular dibidang promotif dan 

preventif tanpa mengesampingkan kuratif dan rehabilitatif melalui Posbindu PTM 

(Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular). Posbindu PTM terpusatkan 

penanggulangan PTM melalui tiga komponen utama, yaitu surveilans faktor 

risiko, promosi kesehatan, dan pencegahan melalui inovasi dan reformasi 

manajemen pelayanan kesehatan (Kemenkes RI, 2019). 

Posbindu PTM yang mulai dikembangkan pada tahun 2011 merupakan 

wujud peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian PTM, baik 

secara perorangan maupun kelompok dilakukan melalui kegiatan upaya kesehatan 

berbasis masyarakat (UKBM). Sasaran utama kegiatan Posbindu PTM adalah 

kelompok masyarakat sehat, berisiko dan penyandang PTM berusia 15 tahun ke 

atas (Kemenkes RI, 2018).  
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Berdasarkan data profil Provinsi Jawa Tengah (2018), Kabupaten Kudus 

merupakan penyelenggaraan program Posbindu PTM terendah kedua di Provinsi 

Jawa Tengah, dengan jumlah sebanyak 30 desa/kelurahan atau sebesar 22,7%. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Kudus masih jauh dari target yang telah 

ditentukan, jika dilihat dari indikator keberhasilan rencana aksi strategis 

penanggulangan penyakit tidak menular tahun 2015-2019 yaitu persentase 

Posbindu PTM desa/kelurahan aktif sebesar 75% (Kemenkes RI, 2017). 

Kabupaten Kudus memiliki luas wilayah 425,2 Km2, yang terdiri dari 9 

kecamatan, 9 kelurahan dan 123 desa. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus 

tahun 2019 menunjukkan bahwa 16 Puskesmas dari 19 Puskesmas telah 

menerapkan kebijakan program Posbindu PTM di wilayah kerjanya. Dinas 

Kesehatan Kabupaten Kudus menargetkan tahun 2020 sudah terbentuk Posbindu 

di seluruh desa/kelurahan, minimal satu desa/kelurahan memiliki satu Posbindu 

PTM. Sesuai dengan Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2019 yang memuat jenis 

pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan daerah 

kabupaten/kota salah satunya adalah pelayanan kesehatan usia produktif. Hal 

tersebut yang menjadi landasan pelaksanaan Posbindu PTM di Kabupaten Kudus. 

Target SPM yang telah ditetapkan dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan 

program Posbindu PTM di masing-masing wilayah kerja puskesmas (Permenkes 

RI, 2019). Pada tahun 2019, dari hasil capaian kumulatif SPM PTM Kabupaten 

Kudus masih sangat rendah, yaitu capaian SPM Hipertensi sebesar 34,8% dan 

DM sebesar 2,7%  
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Puskesmas Undaan merupakan salah satu puskesmas yang telah 

melaksanakan kebijakan program Posbindu PTM. Akan tetapi belum keseluruhan 

desa yang ada di wilayah kerja Puskesmas Undaan melaksanakan Posbindu PTM. 

Setelah pergantian struktur organisasi yang baru, program Posbindu PTM pertama 

kali dilaksanakan lagi pada bulan Mei 2018. Sedangkan pada tahun 2019, yang 

sudah melaksanakan Posbindu PTM baru empat desa, yaitu Desa Undaan Kidul, 

Desa Sambung, Desa Wonosoco, dan Desa Terangmas. 

Berdasarkan data Seksi P2PTM dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan 

Kabupaten Kudus tahun 2019, Puskesmas Undaan menepati posisi terendah dalam 

cakupan SPM PTM. Prevalensi hipertensi sebesar 12.060 jiwa dan penderita yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan sebesar 350 jiwa, sehingga persentase SPM 

hipertensi sebesar 2,9%. Prevalensi diabetes melitus sebesar 936 jiwa dan 

penderita yang mendapatkan pelayanan sebesar 279 jiwa, sehingga persentase 

SPM diabetes melitus sebesar 29,8% (Dinkes Kabupaten Kudus, 2019). 

Cakupan Posbindu PTM yang masih belum optimal disebabkan oleh 

kurangnya partisipasi penduduk laki-laki serta kelompok umur remaja dalam 

kegiatan Posbindu PTM. selain itu, masih terbatasnya jumlah dan kualitas kader 

sehingga pencatatan dan pelaporan belum optimal baik ditingkat Posbindu, 

Puskesmas, maupun Dinas Kesehatan (Kemenkes RI, 2017). 

Evaluasi yang dilakukan di Puskesmas Sukolilo I Kabupaten Pati 

dihasilkan bahwa pelaksanaan Posbindu PTM belum berjalan optimal dikarenakan 

sebagian besar SDM belum mempunyai kemampuan yang cukup dan belum ada 

SK serta struktur organisasi. Dana belum mencukupi untuk kegiatan maupun 
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pengadaan sarana dan prasarana. Perencanaan belum dilakukan dengan optimal 

serta monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara rutin. Belum ada penetapan 

target program Posbindu PTM (Suhbah et al., 2019). 

Berdasarkan penelitian Sari & Savitri (2018), pemanfaatan Posbindu PTM 

di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan masih 

tergolong rendah yakni 57,9%. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain jenis kelamin peserta, dukungan kader, pengetahuan masyarakat, 

kemudahan akses, ketersediaan sarana, dan dukungan dari keluarga. Posbindu 

PTM di Kabupaten Kepulauan Anambas belum berjalan secara optimal, jika 

dilihat dari aspek standar dan sasaran program, sumber daya, komunikasi 

antarorganisasi dan agen pelaksana, karakteristik agen pelaksana, aspek 

lingkungan dan disposisi pelaksana yang masih memiliki ketidaksesuaian dengan 

petunjuk teknis yang ada (Pratama et al., 2020). 

Menurut Van Meter dan Van Horn terdapat enam variabel yang 

menentukan keberhasilan suatu program kebijakan, yaitu standar dan tujuan 

kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik badan 

pelaksana, sikap pelaksana, dan kondisi lingkungan. Variabel-variabel tersebut 

saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain dalam proses 

pencapaian suatu program atau kebijakan (Winarno, 2008). 

Berdasarkan latar belakang diatas, perlu adanya analisis lebih lanjut 

mengenai implementasi Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas Undaan, 

dengan judul “Analisis Implementasi Program Posbindu PTM di Wilayah Kerja 

Puskesmas Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2019”. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah Umum 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi program Posbindu PTM di 

wilayah kerja Puskesmas Undaan Kabupaten Kudus tahun 2019?” 

1.2.2 Rumusan Masalah Khusus 

1.2.2.1 Bagaimana standart dan tujuan kebijakan dalam implementasi program 

Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas Undaan Kabupaten Kudus 

tahun 2019? 

1.2.2.2 Bagaimana ketersediaan sumber daya dalam implementasi program 

Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas Undaan Kabupaten Kudus 

tahun 2019? 

1.2.2.3 Bagaimana komunikasi antarorganisasi dalam implementasi program 

Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas Undaan Kabupaten Kudus 

tahun 2019? 

1.2.2.4 Bagaimana karakteristik badan pelaksana dalam implementasi program 

Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas Undaan Kabupaten Kudus 

tahun 2019? 

1.2.2.5 Bagaimana kondisi lingkungan dalam implementasi program Posbindu 

PTM di wilayah kerja Puskesmas Undaan Kabupaten Kudus tahun 2019? 

1.2.2.6 Bagaimana sikap pelaksana dalam implementasi program Posbindu PTM 

di wilayah kerja Puskesmas Undaan Kabupaten Kudus tahun 2019? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui implementasi program Posbindu PTM di wilayah kerja 

Puskesmas Undaan Kabupaten Kudus tahun 2019. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Untuk mengetahui standart dan tujuan kebijakan dalam implementasi 

program Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas Undaan Kabupaten 

Kudus tahun 2019. 

1.3.2.2 Untuk mengetahui ketersediaan sumber daya dalam implementasi 

program Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas Undaan Kabupaten 

Kudus tahun 2019. 

1.3.2.3 Untuk mengetahui komunikasi antarorganisasi dalam implementasi 

program Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas Undaan Kabupaten 

Kudus tahun 2019. 

1.3.2.4 Untuk mengetahui karakteristik badan pelaksana dalam implementasi 

program Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas Undaan Kabupaten 

Kudus tahun 2019. 

1.3.2.5 Untuk mengatahui kondisi lingkungan dalam implementasi program 

Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas Undaan Kabupaten Kudus 

tahun 2019. 

1.3.2.6 Untuk mengetahui sikap pelaksana dalam implementasi program 

Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas Undaan Kabupaten Kudus 

tahun 2019. 
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1.4 MANFAAT 

1.4.1 Bagi Puskesmas Undaan 

Memberikan masukan dan sumber informasi, serta sebagai bahan evaluasi 

pelaksanaan Posbindu di wilayah kerja Puskesmas Undaan. 

1.4.2 Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus 

Sebagai bahan masukan untuk evaluasi pelaksaaan program Posbindu 

PTM desa/kelurahan di wilayah kerja Kabupaten Kudus. 

1.4.3 Bagi Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Menambah bahan pustaka dalam pengembangan ilmu dan pendidikan 

khususnya bidang implementasi program kesehatan di Puskesmas. 

1.4.4 Bagi Peneliti 

Meningkatkan pengetahuan dan menerapkan teori yang didapatkan 

diruang perkuliahan terhadap permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat 

serta memberikan solusi dari permasalahan tersebut.  

1.5 KEASLIAN PENELITIAN 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No Peneliti Judul 
Rancangan 

Penelitian 
Variabel Hasil Penelitian 

1 Lutfy 

Laksita 

Pranandari 

(Pranandar

i et al.,  

2017) 

Analisis 

Implementasi 

Program Pos 

Pembinaan 

Terpadu 

Penyakit 

Tidak 

Menular 

(Posbindu 

PTM) 

di Kecamatan 

Banguntapan 

Kabupaten 

Kualitatif Teori 

Edward III: 

komunikasi, 

sumber 

daya, sikap/ 

disposisi, 

struktur 

birokrasi 

Posbindu PTM 

di Kecamatan 

Banguntapan, 

Kabupaten 

Bantul 

belum berjalan 

optimal 

dikarenakan 

pelaksanaan 

belum rutin, 

kemitraan 

dengan lintas 

sektor juga 
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Bantul masih 

terbatas, dan 

pelaksanaan 

tahapan 5 

layanan belum 

optimal. 

2 Yulia 

Primiyani 

(Primiyani

et al., 

2019) 

Analisis 

Pelaksanaan 

Program Pos 

Pembinaan 

Terpadu 

Penyakit 

Tidak 

Menular di 

Kota Solok 

Kualitatif Input: 

kebijakan, 

SDM, 

sarana dan 

prasarana, 

petunjuk 

teknis dan 

peran serta 

kemitraan. 

Proses: 

perencanaan 

pelaksanaan 

monitoring 

evaluasi 

Output: 

pencapaian 

indikator 

Posbindu 

PTM. 

Pelaksanaan 

program 

posbindu PTM 

di Kota Solok 

belum 

keseluruhan 

terlaksana 

dengan baik dan 

optimal baik 

dari segi input, 

proses dan 

output. 

3 Ramadhan

i Eka Putri 

(Putri et 

al., 2018) 

Evaluasi 

Proses 

Implementasi 

Posbindu 

PTM di 

Wilayah 

Kerja 

Puskesmas 

Simpang 

Sungai Duren 

Kecamatan 

Jambi Luar 

Kota 

Kabupaten 

Muaro Jambi 

Tahun 2017 

Kualitatif: 

studi kasus 

Waktu, 

tempat, 

pelaksanaan 

kegiatan 

Posbindu, 

peran kader, 

peran 

petugas 

puskesmas, 

peran 

pemangku 

kepentingan

, pembiaya-

an, 

pencatatan 

dan 

pelaporan,  

Posbindu 

dilaksanakan 1x 

dalam 1 bulan, 

tempatnya 

berpindah-

pindah, kader 

berperan 

memberikan 

pelayanan 

sistem lima 

meja dan 

penyampaian 

informasi 

pelaksanaan 

Posbindu PTM, 

peran petugas 

puskesmas 

melakukan 

penyuluhan atau 

pemberian 

informasi 
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kesehatan 

kepada 

masyarakat dan 

melakukan 

bimbingan 

teknis atau 

pelatihan kader, 

peran pemangku 

kepentingan 

memberikan 

motivasi dan 

membantu 

pengadaan 

fasilitas, 

pembiayaan 

belum 

didapatkan 

secara 

menyeluruh 

serta pencatatan 

dan pelaporan 

dilakukan oleh 

kader Posbindu 

PTM masih 

secara manual. 

 

Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa aspek yang berbeda dari 

penelitian sebelumnya antara lain:  

1) Lokasi penelitian di wilayah kerja Puskesmas Undaan Kabupaten Kudus. 

2) Fokus penelitian tertuju pada standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, 

komunikasi antarorganisasi, karakteristik badan pelaksana, sikap pelaksana, 

dan kondisi lingkungan. 

3) Subjek penelitian adalah kader Posbindu  PTM, Bidan Desa, pemegang 

program Posbindu PTM di Puskesmas Undaan, Kepala Puskesmas Undaan, 

Kepala Desa yang ada di wilayah kerja Puskesmas Undaan, dan staf Seksi 

P2PTM dan Keswa Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. 
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1.6 RUANG LINGKUP PENELITIAN 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskemas Undaan Kabupaten 

Kudus. 

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2020. 

1.6.3 Ruang Lingkup Kelimuan 

Materi pada penelitian ini adalah kebijakan kesehatan dan evaluasi 

program kesehatan di Puskesmas. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 LANDASAN TEORI 

2.1.1 Penyakit Tidak Menular 

2.1.1.1 Definisi Penyakit Tidak Menular 

Penyakit tidak menular (PTM) merupakan kelompok penyakit yang 

kejadiannya tidak melalui rantai penularan tertentu. Nama PTM diperkenalkan 

oleh WHO dengan nama Non-Commnicable Diseases (NCD) dan oleh CDC 

disebut dengan Chronic Diseases (CD). Istilah lain sebagai pengganti nama PTM, 

yaitu penyakit kronik, penyakit noninfeksi, new communicable diseases, penyakit 

degeneratif, dan penyakit perilaku (Bustan, 2015).  

PTM disebut sebagai “new communicable diseases” karena penyakit ini 

dianggap dapat menular melalui gaya hidup (life style). Gaya hidup modern yang 

memudahkan dalam memperoleh dan melakukan sesuatu, membuat manusia 

menuntut semuanya serba instan atau cepat. Perubahan gaya hidup seperti pola 

makan makanan cepat saji (junk food) meningkat, komunikasi dan transportasi 

global yang mempersingkat jarak dan waktu (Irwan, 2016). 

Permenkes RI Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan PTM, 

menyebutkan penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan 

dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka 

waktu yang panjang (kronis). Kejadian PTM ditandai dengan proses degenerasi 

atau ketuaan sehingga banyak ditemukan pada usia lanjut (Kemenkes RI, 2015). 
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2.1.1.2 Karakteristik Penyakit Tidak Menular 

PTM mempunyai beberapa karakteristik tersendiri (Bustan, 2015) seperti: 

1) Penularan penyakit tidak melalui suatu rantai penularan tertentu. 

2) “Masa inkubasi” yang panjang dan laten, sehingga disebut sebagai masa laten. 

3) Penyakit berlangsung lama atau berkepanjangan (kronik). 

4) Diagnosis sulit ditegakkan. 

5) Mempunyai variasi penyakit yang luas. 

6) Memerlukan biaya yang banyak untuk pencegahan dan penanggulangannya. 

7) Faktor penyebabnya bermacam-macam (multikausal), bahkan tidak jelas. 

Karena perbedaan PTM dengan penyakit menular inilah sehingga 

diperlukan pendekatan manajerial tersendiri, mulai dari penentuannya sebagai 

masalah kesehatan masyarakat sampai upaya pencegahan, pengendalian dan 

penanggulangannya. Pengaturan penanggulangan PTM (Permenkes RI, 2015) 

bertujuan untuk:  

1) Melindungi masyarakat dari risiko PTM. 

2) Meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi dampak sosial, budaya, serta 

ekonomi akibat PTM pada individu, keluarga dan masyarakat. 

3) Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan PTM 

yang komprehensif, efisien, efektif, dan berkelanjutan. 

Upaya kesehatan dalam menghadapi masalah penyakit meliputi tiga 

kemungkinan yaitu: eradikasi (pemberantasan secara tuntas), eliminasi 

(menurunkan kejadian penyakit serendah mungkin), dan control (meminimalkan 

perkembangan atau penyebaran penyakit dan peningkatannya dapat dikendalikan). 
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2.1.1.3 Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular 

Bustan (2015) mengklasifikasikan faktor risiko PTM menjadi: 

Menurut dapat tidaknya faktor risiko itu diubah, meliputi: 

1) Unchangeable risk factors: faktor risiko yang tidak dapat diubah, misalnya 

faktor umur atau genetik. 

2) Changeable risk factors: faktor risiko yang dapat diubah, misalnya kebiasaan 

merokok atau latihan olahraga. 

Menurut kestabilan peranan faktor risiko, meliputi: 

1) Suspected risk factors: faktor risiko yang dicurigai, yakni faktor-faktor yang 

belum mendapat dukungan sepenuhnya dari hasil penelitian sebagai faktor 

risiko. Misalnya, rokok sebagai penyebab kanker rahim.  

2) Established risk factors: faktor risiko yang telah ditegakkan, yakni faktor risiko 

yang telah mantap mendapat dukungan ilmiah/penelitian dalam peranannya 

sebagai faktor yang berperan dalam kejadian suatu penyakit. Misalnya, rokok 

sebagai faktor risiko terjadinya kanker paru.  

Kementerian Kesehatan RI (2017) mengklasifikasikan faktor risiko PTM 

menjadi 4 jenis, yaitu  

1) Faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi, misalnya umur, genetik, dan fetal 

origins. 

2) Faktor risiko perilaku, misalnya merokok, diet tidak sehat, kurang aktivitas 

fisik, dan konsumsi alkohol yang berbahaya. 
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3) Fakor risiko lingkungan, misalnya stres, polusi udara, transportasi dan 

berkendara yang tidak aman, dan lingkungan yang kurang mendukung aktivitas 

fisik. 

4) Faktor risiko fisiologis/biologis, misalnya obesitas, LDL (low density 

lipoprotein) tinggi, HDL (high density lipoprotein) rendah, dan tekanan darah 

tinggi. 

2.1.1.4 Klasifikasi Penyakit Tidak Menular 

Klasifikasi Internasional Penyakit (International Statistical Classification 

of Diseases and Related Health Problems) Kelompok PTM berdasarkan sistem 

dan organ tubuh (Permenkes RI, 2015) meliputi: 

1) Penyakit keganasan. 

2) Penyakit endokrin, nutrisi, dan metabolik. 

3) Penyakit sistem saraf. 

4) Penyakit sistem pernapasan. 

5) Penyakit sistem sirkulasi. 

6) Penyakit mata dan adnexa. 

7) Penyakit telinga dan mastoid. 

8) Penyakit kulit dan jaringan subkutanius. 

9) Penyakit sistem musculoskeletal dan jaringan penyambung. Penyakit sistem 

genitourinaria. 

10) Penyakit gangguan mental dan perilaku. 

11) Penyakit kelainan darah dan gangguan pembentukan organ darah. 
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2.1.2 Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) 

2.1.2.1 Pengertian Posbindu PTM  

Posbindu PTM merupakan salah satu upaya kesehatan berbasis masyarakat 

(UKBM) yang berorientasi kepada upaya promotif dan preventif dalam 

pengendalian PTM dengan melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan dan monitoring sampai evaluasi. Masyarakat diperankan sebagai 

sasaran kegiatan, target perubahan, agen pengubah sekaligus sebagai sumber 

daya. Dalam pelaksanaan selanjutnya kegiatan Posbindu PTM menjadi upaya 

kesehatan bersumber daya masyarakat, dimana kegiatan ini diselenggarakan oleh 

masyarakat sesuai dengan sumber daya, kemampuan, dan kebutuhan masyarakat 

(Kemenkes RI, 2012). 

2.1.2.2 Tujuan Posbindu PTM 

2.1.2.2.1 Tujuan Umum 

Terlaksananya pencegahan dan pengendalian faktor risiko PTM berbasis 

peran serta masyarakat secara terpadu, rutin dan periodik. 

2.1.2.2.2 Tujuan khusus 

1) Terlaksananya deteksi dini faktor risiko PTM 

2) Terlaksananya monitoring faktor risiko PTM 

3) Terlaksananya tindak lanjut dini (Kemenkes RI, 2014). 

2.1.2.3 Sasaran Posbindu PTM 

Sasaran dalam penyelenggaraan Posbindu PTM dibagi menjadi tiga 

kelompok yaitu: 
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2.1.2.3.1 Sasaran Utama 

Sasaran utama merupakan sasaran penerima langsung manfaat pelayanan 

yang diberikan, yaitu masyarakat sehat, masyarakat berisiko dan masyarakat 

dengan PTM berusia mulai dari 15 tahun ke atas. 

2.1.2.3.2 Sasaran Antara 

Sasaran antara merupakan sasaran individu/kelompok masyarakat yang 

dapat berperan sebagai agen pengubah terhadap faktor risiko PTM, dan 

lingkungan yang lebih kondusif untuk penerapan gaya hidup sehat. Sasaran antara 

tersebut adalah petugas kesehatan baik pemerintah maupun swasta, tokoh panutan 

masyarakat, anggota organisasi masyarakat yang peduli PTM. 

2.1.2.3.3 Sasaran Penunjang 

Sasaran penunjang merupakan sasaran individu, kelompok/organisasi/ 

lembaga masyarakat dan profesi, lembaga pendidikan dan lembaga pemerintah 

yang berperan memberi dukungan baik dukungan kebijakan, teknologi dan ilmu 

pengetahuan, material maupun dana, untuk terlaksananya Posbindu PTM dan 

keberlanjutannya. Mereka antara lain adalah pimpinan daerah/wilayah, 

Perusahaan, Lembaga Pendidikan, Organisasi Profesi, dan Penyandang Dana 

(Kemenkes RI, 2014). 

2.1.2.4 Bentuk Kegiatan 

Posbindu PTM meliputi 10 (sepuluh) kegiatan (Kemenkes RI, 2012) yaitu: 

1) Kegiatan penggalian informasi faktor risiko dengan wawancara sederhana 

tentang riwayat PTM pada keluarga dan diri peserta, aktivitas fisik, merokok, 

kurang makan sayur dan buah, potensi terjadinya cedera dan kekerasan dalam 
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rumah tangga, serta informasi lainnya yang dibutuhkan untuk identifikasi 

masalah kesehatan berkaitan dengan terjadinya PTM. Aktivitas ini dilakukan 

saat pertama kali kunjungan dan berkala sebulan sekali. 

2) Kegiatan pengukuran berat badan, tinggi badan, Indeks Massa Tubuh (IMT), 

lingkar perut, analisis lemak tubuh, dan tekanan darah sebaiknya 

diselenggarakan satu bulan sekali. Analisa lemak tubuh hanya dapat 

dilakukan pada usia 10 tahun ke atas. Untuk anak, pengukuran tekanan darah 

disesuaikan ukuran mansetnya dengan ukuran lengan atas. 

3) Kegiatan pemeriksaan fungsi paru sederhana diselenggarakan satu tahun 

sekali bagi yang sehat, sementara yang berisiko tiga bulan sekali dan 

penderita gangguan paru-paru dianjurkan satu bulan sekali. Pemeriksaan Arus 

Puncak Ekspirasi dengan peakflowmeter pada anak dimulai usia 13 tahun. 

Pemeriksaan fungsi paru sederhana sebaiknya dilakukan oleh tenaga 

kesehatan yang telah terlatih. 

4) Kegiatan pemeriksaan gula darah bagi individu sehat paling sedikit 

diselenggarakan tiga tahun sekali dan dibagi yang telah mempunyai faktor 

risiko PTM atau penyandang diabetes melitus paling sedikit satu tahun sekali. 

Untuk pemeriksaan glukosa darah dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter, 

perawat/bidan/analis laboratorium dan lainnya). 

5) Kegiatan pemeriksaan kolesterol total dan trigliserida, bagi individu sehat 

disarankan lima tahun sekali dan bagi yang telah mempunyai faktor risiko 

PTM enam bulan sekali dan penderita dislipidemia/gangguan lemak dalam 

darah minimal tiga bulan sekali. Untuk pemeriksaan gula darah dan kolesterol 
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darah dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ada di lingkungan kelompok 

masyarakat tersebut. 

6) Kegiatan pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) dilakukan 

sebaiknya minimal lima tahun sekali bagi individu sehat, setelah hasil IVA 

positif, dilakukan tindakan pengobatan krioterapi, diulangi setelah enam 

bulan, jika hasil IVA negatif dilakukan pemeriksaan ulang lima tahun, namun 

bila hasil IVA positif dilakukan tindakan pengobatan krioterapi kembali. 

Pemeriksaan IVA dilakukan oleh bidan/dokter yang telah terlatih dan 

tatalaksana lanjutan dilakukan oleh dokter terlatih di Puskesmas. 

7) Kegiatan pemeriksaan kadar alkohol pernafasan dan tes amfemin urin bagi 

kelompok pengemudi umum yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter, 

perawat/bidan/analis laboratorium dan lainnya). 

8) Kegiatan konseling dan penyuluhan, harus dilakukan setiap pelaksanaan 

Posbindu PTM. Hal ini penting dilakukan karena pemantauan faktor risiko 

kurang bermanfaat bila masyarakat tidak tahu cara mengendalikannya. 

9) Kegiatan aktivitas fisik dan atau olah raga bersama, sebaiknya tidak hanya 

dilakukan jika ada penyelenggaraan Posbindu PTM namun perlu dilakukan 

rutin setiap minggu. 

10) Kegiatan rujukan ke fasilitas layanan kesehatan dasar di wilayahnya dengan 

pemanfaatan sumber daya tersedia termasuk upaya respon cepat sederhana 

dalam penanganan pra-rujukan. 
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2.1.2.5 Pengorganisasian Posbindu PTM 

2.1.2.5.1 Perencanaan 

2.1.2.5.1.1 Indentifikasi kelompok potensial 

Identifikasi diperlukan untuk menyesuaikan kebutuhan dan ketersediaan 

sumber daya, sehingga masyarakat dapat mandiri dan kegiatan Posbindu dapat 

berlangsung secara berkesinambungan. Kelompok potensial merupakan kelompok 

orang yang secara rutin berkumpul untuk melakukan kegiatan bersama, yaitu 

antara lain karang taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)/ 

dasawisma, pengajian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi profesi, 

klub olahraga, koperasi dan kelompok masyarakat di tempat kerja, perguruan 

tinggi, sekolah dan lain-lain. Identifikasi dilakukan pada tingkat kabupaten sampai 

wilayah kerja puskesmas. Informasi didapat dari kegiatan wawancara, 

pengamatan, angket, partisipasi dan fokus diskusi kelompok terarah (Kemenkes 

RI, 2012). 

2.1.2.5.1.2 Sosialisasi dan advokasi 

Kegiatan ini dilakukan kepada kelompok potensial terpilih, uang bertujuan 

untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat agar diperoleh dukungan dan 

komitmen dalam menyelenggarakan Posbindu PTM. Tindak lanjut dari advokasi 

adalah kesepakatan bersama berupa penyelenggaraan kegiatan Posbindu PTM 

(Kemenkes RI, 2012). 

2.1.2.5.1.3 Pelatihan petugas pelaksana Posbindu PTM 

Peserta pelatihan adalah calon kader pelaksana kegiatan Posbindu PTM, 

setiap Posbindu PTM paling sedikit mempunyai lima kader dengan kriteria mau 
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dan mampu melakukan kegiatan Posbindu PTM, dapat membaca dan menulis dan 

lebih utama berpendidikan minimal SLTA atau sederajat. Peserta pelatihan 

maksimal 30 orang agar pelatihan berlangsung efektif, jadi maksimal ada enam 

Posbindu PTM yang akan dilaksanakan oleh kader. Waktu pelaksanaan pelatihan 

berlangsung selama 3 hari atau disesuaikan dengan kondisi setempat dengan 

modul yang telah dipersiapkan (Kemenkes RI, 2019). 

2.1.2.5.2 Pelaksanaan Posbindu PTM 

2.1.2.5.2.1 Waktu pelaksanaan 

Posbindu PTM dapat diselenggarakan dalam sebulan sekali, bila 

diperlukan dapat lebih dari satu kali dalam sebulan untuk kegiatan pengendalian 

faktor risiko PTM lainnya, misalnya olahraga bersama, sarasehan dan lainnya. 

Hari dan waktu yang dipilih sesuai dengan kesepakatan serta dapat saja 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat (Kemenkes RI, 2019). 

2.1.2.5.2.2 Tempat 

Tempat pelaksanaan sebaiknya berada pada lokasi yang mudah dijangkau 

dan nyaman bagi peserta. Posbindu PTM dapat dilaksanakan di salah satu rumah 

warga, balai desa/kelurahan, salah satu kios di pasar, salah satu ruang 

perkantoran/klinik perusahaan, ruangan khusus di sekolah, salah satu ruangan di 

dalam lingkungan tempat ibadah, atau tempat tertentu yang disediakan oleh 

masyarakat secara swadaya (Kemenkes RI, 2012). 

2.1.2.5.2.3 Pembiayaan 

Dalam mendukung terselengggaranya Posbindu PTM, diperlukan 

pembiayaan yang memadai baik dana mandiri dari perusahaan, kelompok 
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masyarakat/lembaga atau dukungan dari pihak lain yang peduli terhadap persoalan 

penyakit tidak menular di wilayah masing-masing. Puskesmas juga dapat 

memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang potensial. Pembiayaan ini untuk 

mendukung dan memfasilitasi Posbindu PTM, salah satunya melalui pemanfaatan 

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). 

Pemerintah Daerah setempat berkewajiban melakukan pembinaan agar 

Posbindu PTM tetap tumbuh dan berkembang melalui dukungan kebijakan 

termasuk pembiayaan secara berkesinambungan. Dana yang terkumpul dari 

berbagai sumber dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan Posbindu PTM 

seperti: 

1) Biaya operasional Posbindu PTM.  

2) Pengganti biaya perjalanan kader. 

3) Biaya penyediaan bahan habis pakai. 

4) Biaya pembelian bahan Pemberian Makanan Tambahan ( PMT). 

5) Biaya penyelenggaraan pertemuan. 

6) Bantuan biaya rujukan bagi yang membutuhkan. 

7) Bantuan biaya duka bila ada anggota yang mengalami kecelakaan atau 

kematian (Kemenkes RI, 2012). 

2.1.2.5.2.4 Pelaksanaan kegiatan 

Posbindu PTM dilaksanakan dengan 5 tahapan layanan yang disebut 

sistem 5 meja, namun dalam situasi kondisi tertentu dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kesepakatan bersama. Kegiatan tersebut berupa pelayanan deteksi 
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dini dan tindak lanjut sederhana serta monitoring terhadap faktor risiko penyakit 

tidak menular, termasuk rujukan ke Puskesmas. 

 
Gambar 2. 1  Proses kegiatan Posbindu PTM 

Sumber: Kemenkes RI (2014) 

Setiap kader perlu memahami semua peranannya masing-masing pada saat 

pelaksaan Posbindu PTM. Pembagian peran kader idealnya sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Peran Kader Posbindu PTM 

No Peran Kriteria dan Tugas 

1. Koordinator Ketua dari perkumpulan dan penanggungjawab 

kegiatan serta berkoordinasi terhadap Puskesmas 

dan Para Pembina terkait di wilayahnya. 

2. Kader Penggerak Anggota perkumpulan yang aktif, berpengaruh dan 

komunikatif bertugas menggerakkan masyarakat, 

sekaligus melakukan wawancara dalam penggalian 

informasi 

3. Kader Pemantau Anggota perkumpulan yang aktif dan komunikatif 

 

Pemeriksaan 

satu-satu 
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Meja 
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Meja 
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Meja 
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bertugas melakukan pengukuran faktor risiko PTM 

4. Kader Konselor/ 

Edukator 

Anggota perkumpulan yang aktif, komunikatif dan 

telah menjadi panutan dalam penerapan gaya hidup 

sehat, bertugas melakukan konseling, edukasi, 

motivasi serta menindaklanjuti rujukan dari 

Puskesmas 

5. Kader Pencatat Anggota perkumpulan yang aktif dan komunikatif 

bertugas melakukan pencatatan hasil kegiatan 

Posbindu PTM dan melaporkan kepada koordinator 

Posbindu PTM 

Puskesmas memiliki tanggungjawab pembinaan Posbindu PTM di wilayah 

kerjanya sehingga kehadiran petugas puskesmas dalam kegiatan Posbindu PTM 

sangat diperlukan dalam wujud peran: 

1) Memberikan bimbingan teknis kepada para kader Posbindu PTM dalam 

penyelenggaraanya. 

2) Memberikan materi kesehatan terkait dengan permasalahan faktor risiko PTM 

dalam penyuluhan maupun kegiatan lainnya. 

3) Mengambil dan menganalisa hasil kegiatan Posbindu PTM. 

4) Menerima, menangani dan memberi umpan balik kasus rujukan dari Posbindu 

PTM. 

5) Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan lain seperti Camat, 

Lurah/Kepala Desa, para pemimpin kelompok/lembaga/organisasi/instansi, 

tokoh masyarakat/penggerak masyarakat, dan lain-lain (Kemenkes RI, 2012). 

2.1.2.5.2.5 Pencatatan dan pelaporan 

Pencatatan hasil kegiatan Posbindu PTM dilakukan oleh kader. Petugas 

Puskesmas mengambil data hasil kegiatan posbindu PTM yang digunakan untuk 

pembinaan, dan melaporkan ke instansi terkait secara berjenjang. Untuk 

pencatatan digunakan: 
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1) Kartu Menuju Sehat (KMS) FR-PTM 

Masing-masing peserta harus mempunyai alat pantau individu berupa 

Kartu Menuju Sehat (KMS) FR-PTM (faktor risiko penyakit tidak menular). 

Untuk mencatat kondisi faktor risiko PTM. Kartu ini disimpan oleh masing-

masing peserta, dan harus selalu dibawa ketika berkunjung ke tempat pelaksanaan 

Posbindu PTM. waktu kunjungan, jenis faktor risiko PTM dan tindak lanjut. Pada 

KMS FR-PTM ditambahkan keterangan golongan darah dan status penyandang 

PTM yang berguna sebagai informasi medis jika pemegang kartu mengalami 

kondisi darurat di perjalanan. Hasil dari setiap jenis pengukuran/pemeriksaan 

faktor risiko PTM pada setiap kunjungan peserta ke Posbindu dicatat pada KMS 

FR-PTM oleh masing-masing kader faktor risiko (Kemenkes RI, 2012). 

2) Buku Pencatatan Hasil Kegiatan Posbindu PTM 

Buku pencatatan diperlukan untuk mencatat identitas dan keterangan lain 

mencakup nomor, No KTP/kartu identitas lainnya, nama, umur, dan jenis 

kelamin. Buku ini merupakan dokumen/file data pribadi peserta yang berguna 

untuk konfirmasi lebih lanjut jika suatu saat diperlukan. Buku Pencatatan Faktor 

Risiko PTM diperlukan untuk mencatat semua kondisi faktor risiko PTM dari 

setiap anggota/peserta. Buku ini merupakan alat bantu mawas diri bagi 

koordinator dan seluruh petugas Posbindu dalam mengevaluasi kondisi faktor 

risiko PTM seluruh peserta. Hasil pengukuran/pemeriksaan faktor risiko yang 

masuk dalam kategori buruk diberi tanda warna yang menyolok . 

Apabila pada kunjungan berikutnya (setelah tiga bulan) kondisi faktor 

risiko tidak mengalami perubahan (tetap pada kondisi buruk), maka untuk 
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mendapat penanganan yang lebih baik harus dirujuk ke Puskesmas atau Klinik 

Swasta sesuai dengan kebutuhan dan keinginan yang bersangkutan.  

 
Gambar 2. 2  Alur tindak lanjut dan rujukan hasil deteksi dini di Posbindu 

PTM 

Sumber: Kemenes RI (2012) 

2.1.2.5.2.6 Pemantauan dan penilaian 

Pemantauan bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan sudah 

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, apakah hasil kegiatan sudah sesuai 

dengan target yang diharapkan dan mengidentifikasi masalah dan hambatan yang 

dihadapi, serta menentukan alternatif pemecahan masalah. Penilaian dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan kegiatan 

Posbindu PTM dalam penyelengaraannya, sehingga dapat dilakukan pembinaan.  
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Rujuk ke 
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Pemantauan dan penilaian kegiatan Posbindu PTM dilakukan sebagai 

berikut: 

1) Pelaksanaan pemantauan dan penilaian adalah petugas puskesmas. 

2) Sasaran pemantauan dan penilaian adalah para petugas pelaksana Posbindu 

PTM. 

3) Pemantauan kegiatan dilakukan setiap satu bulan sekali dan penilaian indikator 

dilakukan setiap satu tahun sekali. 

4) Hasil pemantauan dan penilaian ini dipergunakan sebagai bahan penilaian 

kegiatan yang lalu dan sebagai bahan informasi besaran faktor risiko PTM di 

masyarakat serta tingkat perkembangan kinerja kegiatan Posbindu PTM 

disamping untuk bahan menyusun perencanaan pengendalian PTM pada tahun 

berikutnya. 

5) Hasil pemantauan dan penilaian kegiatan Posbindu PTM disosialisasikan 

kepada lintas program, lintas sektor terkait dan masyarakat untuk pengambilan 

langkah upaya tindak lanjut. 

Penilaian terhadap tingkat perkembangan Posbindu PTM dapat dilihat 

berdasarkan indikator cakupan kegiatan Posbindu PTM dan indikator proporsi 

faktor risiko PTM. Indikator cakupan kegiatan Posbindu PTM untuk menilai 

cakupan kegiatan terhadap masyarakat di tingkat desa/kelurahan, dengan melihat 

persentase jumlah penduduk ≥ 15 tahun yang diperiksa faktor risiko PTM di satu 

Posbindu PTM dibagi dengan jumlah penduduk berusia ≥ 15 tahun di satu 

desa/kelurahan.  
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Indikator proporsi faktor risiko PTM dapat diketahui dari hasil 

pemeriksaan faktor risiko di Posbindu PTM. Proporsi faktor risiko ini untuk 

kewaspadaan masyarakat dan pengelola program PTM terhadap suatu faktor 

risiko di waktu tertentu dan prediksi atau proyeksi PTM di masa datang, serta 

intervensi yang diperlukan. 

 

Hasil proporsi akan dikompilasi disetiap tingkatan mulai dari 

desa/kelurahan, puskesmas, kabupaten/kota, dan provinsi serta nasional dengan 

dua kategori yaitu merah jika melibihi nilai yang ditetapkan dan hijau bila kurang 

atau sama dengan nilai yang ditetapkan (Kemenkes RI, 2014). 

2.1.2.5.2.7 Pembinaan 

Kegiatan pembinaan antara lain dilakukan terhadap Posbindu PTM secara 

periodik oleh puskesmas atau dinas kesehatan kabupaten/kota. Kegiatan 

pembinaan antara lain adalah: 

1) Penyelenggaraan forum komunikasi bagi kader pelaksana Posbindu PTM 

minimal dua kali setahun yang di fasilitasi oleh puskesmas dan dinas 

kesehatan. 

2) Pemilihan kader teladan melalui penyelenggaraan lomba antara lain 

pengetahuan dan keterampilan kader.  

Cakupan Posbindu PTM: 

∑ penduduk ≥15 tahun yang diperiksa FR-PTM di satu Posbindu PTM   x100% 

∑ penduduk berusia ≥ 15 tahun di satu desa/kelurahan 

Proporsi faktor risiko PTM: 

∑ positif faktor risiko PTM    x100% 

∑ peserta tiap kunjungan Posbindu PTM 
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3) Pemilihan Posbindu PTM teladan melalui evaluasi penyelenggaraan, evaluasi 

administrasi termasuk pencatatan, pelaporan, dan penilaian tingkat 

perkembangan Posbindu PTM menurut seluruh indikator yang ditetapkan. 

4) Pelaksanaan studi banding untuk Posbindu PTM yang sebagian besar 

indikatornya masih berada pada tingkat pratama agar menjadi tingkat mandiri. 

5) Pendampingan oleh Puskesmas dengan memberikan bantuan teknis dan 

fasilitas secara berkala dan berkesinambungan (Kemenkes RI, 2014). 

2.1.3 Kebijakan Publik 

2.1.3.1 Definisi Kebijakan Publik 

Menurut Robert Eyestone, kebijakan publik adalah hubungan suatu unit 

pemerintah dengan lingkungannya. Konsep yang ditawarkan mengandung 

pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan 

kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Sedangkan menurut Thomas R. 

Dye, kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk 

dilakukan dan tidak dilakukan (Winarno, 2008). 

Irfan Islamy (2009) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah 

serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan 

oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu 

demi kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan publik dibuat benar-benar atas 

nama kepentingan pubik untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan serta 

tuntutan seluruh anggota masyarakat. Terdapat empat elemen penting dalam 

kebijakan pubik, yaitu: 

1) Kebijakan publik dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan-tindakan. 
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2) Kebijakan publik tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam 

bentuk yang nyata. 

3) Perumusan kebijakan publik harus dilandasi dengan maskud dan tujuan 

tertentu. 

4) Kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh 

anggota masyarakat. 

Pendapat lain dari James Anderson menyatakan bahwa kebijakan publik  

adalah suatu langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor 

atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu 

yang dihadapi. Konsep kebijakan ini memusatkan perhatian pada apa yang 

sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. 

Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang 

merupakan pilihan di antara berbagai alternatif yang ada (Nugroho, 2014). 

2.1.3.2 Tahapan Kebijakan 

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks 

karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Beberapa 

ahli politik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik menjadi 

beberapa tahap. Tujuan pembagian adalah untuk mempermudah dalam pengkajian 

kebijakan publik (Winarno, 2008). Proses pembuatan kebijakan adalah 

serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses yang pada dasarnya 

bersifat politis. Aktivitas yang dimaksud adalah serangkaian tahap yang saling 

bergantung dan diatur menurut urutan waktu (Dunn, 2003). 
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Tahap-tahap kebijakan publik menurut William N. Dunn (2003) adalah 

sebagai berikut: 

1) Penyusunan agenda  

Pada tahap ini dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang 

tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan 

yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan 

merancang peluang-peluang kebijakan yang baru. Dalam penyusunan agenda juga 

sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam 

suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah 

kebijakan. 

2) Tahap formulasi kebijakan 

Masalah yang telah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh 

para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian 

dicari pemecahan masalah. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai 

alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. 

3) Tahap adopsi kebijakan 

Menetapkan salah satu dari beberapa alternatif yang ditawarkan oleh para 

perumus kebijakan, alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari 

mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.  

4) Tahap implementasi kebijakan 

Implementasi kebijakan merupakan tindakan/penerapan oleh badan-badan 

administrasi maupun agen-agen pemerintah terkait. Pada tahap implementasi ini 

berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan 
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mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain 

mungkin akan ditentang oleh para pelaksana. 

5) Tahap evaluasi kebijakan 

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, 

untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan 

masalah. Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan 

tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang direncanakan dengan yang 

benar-benar dihasilkan. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau 

kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah 

meraih dampak yang diinginkan. 

 
Gambar 2. 3  Tahap-tahap kebijakan menurut William N. Dunn 

Sumber: (Dunn, 2003) 
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2.1.3.3 Teori Implementasi Kebijakan Publik  

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang 

terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, 

kebijakan, keuntungan (benefit) atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible 

output). Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) 

oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimasudkan untuk membuat 

program berjalan (Winarno, 2008). 

Model implementasi kebijakan dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu: 

2.1.3.3.1 Model Proses Kebijakan Menurut Grindle 

Keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut Merilee S. Grindle 

(Subarsono, 2013) dipengaruhi dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (content of 

policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Vaiabel isi 

kebijakan ini meliputi: 

1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran (target group) termuat dalam isi 

kebijakan. 

2) Jenis manfaat yang diterima 

3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. 

4) Apakah letak sebuah program sudah tepat. 

5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementor dengan rinci. 

6) Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. 

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan meliputi: 

1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para 

aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. 
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2) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa. 

3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. 

2.1.3.3.2 Model Implementasi Kebijakan Menurut Edward III 

George C. Edward berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah 

salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan 

konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Ada 

empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijkan yang bekerja 

secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat 

implementasi kebijakan yaitu: 

1) Komunikasi 

Tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, 

konsistensi, dan kejelasan (clarity). keberhasilan implementasi kebijakan 

mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana 

yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada 

kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi 

implementasi (Winarno, 2008). 

2) Sumberdaya 

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, 

tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka 

implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya yang penting meliputi: staf 

yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas 

mereka, wewenang dan fasiltas-fasilitas yang diperlukan (Subarsono, 2013).  
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3) Disposisi 

Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti 

komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa 

kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Apabila implementor 

memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan 

kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan 

(Subarsono, 2013). 

4) Struktur Birokrasi 

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari 

struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. 

SOP sangat mugkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang 

membutuhkan cara kerja baru atau tipe personil baru untuk melaksanakan 

kebijakan (Winarno, 2008). 

2.1.3.3.3 Model Implemenasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn 

Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn mengemukakan suatu model 

dasar, mempunyai enam variabel yang membentuk kaitan (linkage) antara 

kebijakan dan kinerja (performance). Variabel-variabel tersebut antara lain: 

1) Standart/ukuran dan tujuan kebijakan 

Standart dan tujuan kebijakan adalah apa yang hendak dicapai oleh 

pembuat kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah 

atau panjang. Tujuan dan sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus 
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diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau 

mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.  

Indikator-indikator yang telah ditentukan dapat menilai sejauh mana 

ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran dan 

tujuan kebijakan dapat dilihat dengan mudah dalam beberapa kasus. Namun 

dibeberapa kasus mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengukur 

kinerja. Ada dua hal yang menyebabkan hal tersebut terjadi, yang pertama 

disebabkan oleh bidang program yang terlalu luas dan sifat tujuannya yang 

kompleks. Kedua, akibat ketidakjelasan dalam pernyataan ukuran dasar dan 

tujuan kebijakan (Winarno, 2008). 

2) Sumberdaya  

Sumberdaya perlu mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan 

implementasi kebijakan. Sumberdaya yang dimaksud mencakup dana, fasilitas-

fasilitas, sumberdaya manusia yang dibutuhkan sehingga dapat mendorong dan 

memperlancar implementasi yang efektif (Subarsono, 2013). 

3) Komunikasi antarorganisasi  

Kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan efektif apabila standar dan 

tujuan perlu dipahami oleh para individu (implementors), sehingga perlu adanya 

komunikasi kepada pelaksana. Komunikasi di dalam dan antarorganisasi 

merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan 

ke bawah dalam suatu organisai atau dari satu organisasi ke organisasi lainnya, 

para komunikator dapat menyimpangkannya atau menyebarluaskannya. Jika 

sumber informasi berbeda akan memberikan interpretasi yang tidak konsisten 
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terhadap ukuran dan tujuan, sehingga para pelaksana akan menghadapi kesulitan 

untuk melaksanakan maksud-maksud kebijakan (Dunn, 2003).  

4) Karakteristik badan pelaksana 

Dalam melihat karakteristik badan pelaksana, tidak bisa terlepas dari 

struktur birokrasi yang diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma 

dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang apa yang mereka miliki 

dengan menjalankan kebijakan. Komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri 

struktur formal dari organisasi dan atribut non-formal dari anggota mereka. 

Beberapa unsur karakteristik badan pelaksana yang mungkin berpengaruh 

terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu 

kompetensi dan ukuran staf suatu badan; tingkat pengawasan hierarkis terhadap 

keputusan subunit dan proses dalam badan pelaksana; sumber politik dalam suatu 

organisasi, misalnya dukungan antar anggota; kemampuan suatu organisasi, 

tingkat komunikasi yang terbuka, baik secara vertikal maupun horisontal dengan 

individu diluar organisasi; kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan 

pembuat keputusan atau pelaksana keputusan (Winarno, 2008). 

5) Sikap pelaksana atau kecenderungan pelaksana (implementors) 

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat 

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal 

ini terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga 

setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. 

Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down, para pengambil keputusan 

tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau 
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permasalahan yang harus diselesaikan. Tiga unsur tanggapan pelaksana yang 

mempengaruhi kemampuan dan keinginan implementors untuk melaksanakan 

kebijakan, yakni: kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam 

tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas 

tanggapan itu (Winarno, 2008). 

6) Lingkungan/kondisi ekonomi, sosial dan politik  

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi 

sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya 

implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang 

kondusif. Faktor-faktor ini mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian 

badan pelaksana.  

Van Meter dan Van Horn mengusulkan beberpa pertanyaan berikut 

mengenai lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang mempengaruhi yurisdiksi 

atau organisasi dimana implementasi itu dilaksanakan (Winarno, 2008). 

(1) Apakah sumber-sumber ekonomi dalam organisasi pelaksana cukup 

mendukung implementasi yang berhasil? 

(2) Sejauh mana atau bagaimana kondisi-kondisi ekonomi dan sosial yang 

berlaku akan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan yang bersangkutan? 

(3) Apakah sifat pendapat umum, bagaimana pentingnya isu kebijakan yang 

berhubungan? 

(4) Apakah elit-elit mendukung atau menentang implementasi kebijakan? 

(5) Apakah sifat-sifat pengikut atau yurisdiksi atau organisasi pelaksana? 

(6) Apakah ada oposisi atau dukungan pengikut bagi kebijakan? 
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(7) Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan swasta dimobilisasi untuk 

mendukung atau menentang kebijakan? 

2.2 KERANGKA TEORI 

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerangka teori 

yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang berkaitan dengan 

implementasi kebijakan. Dari kerangka teori dapat dilihat bahwa implementasi 

tidak hanya sebagai proses administrasi namun juga politik yang akan 

menentukan siapa mendapatkan apa, kapan dan dimana. Kebijakan ini 

mengandung unsur politis karena merupakan kebijakan dari pemerintah yang saat 

ini berkuasa. Model tersebut tidak hanya menetukan hubungan antar variabel 

bebas dan variabel terikat, tetapi juga menjelaskan hubungan antar variabel bebas. 

Penguraian proses dengan cara melihat bagaimana keputusan kebijakan itu 

dilaksanakan. Sehingga model Van Meter dan Van Horn dipilih untuk melakukan 

penilaian kebijakan dari program Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas 

Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2019. 
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Gambar 2. 4  Kerangka Teori 

Sumber: Kemenkes RI (2014), Van Meter & Van Horn (1975) dalam 

Winarno (2008). 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: 

1) Indikator program Posbindu PTM sudah ada, akan tetapi para pelaksana 

khusunya kader dan bidan desa serta kepala desa tidak mengetahui rinciannya. 

Tujuan dan sasaran program Posbindu PTM sudah jelas.  

2) Ketersediaan sumberdaya manusia masih kurang, hanya Desa Terangmas yang 

sudah mempunyai kader tetap. Sudah ada pelatihan untuk kader dari pihak 

Puskesmas maupun Dinas Kesehatan. Ketersediaan dana masih kurang, pada 

tahun 2019 belum ada anggaran dana dari desa. Sarana dan prasarana sudah 

lengkap akan tetapi bahan habis pakai seperti strip tes glukosa dan kolesterol 

masih kekurangan. Belum ada pengadaan buku KMS FR-PTM dan PMT. 

3) Komunikasi antarorganisasi meliputi koordinasi internal maupun lintas sektor 

sudah baik. Sosialisasi program Posbindu PTM sudah dilakukan kepada 

masyarakat, sedangkan sosialisasi program Posbindu PTM kepada pemangku 

kebijakan setempat masih belum dilakukan dengan baik. 

4) SOP Posbindu PTM di wilayah kerja sudah sesuai pedoman umum dari 

Kemenkes RI yaitu tahapan layanan 5 meja. SK dan struktur organisasi 

pembentukan Posbindu PTM di tingkat desa, puskesmas maupun dinas 

kesehatan belum terbentuk. Satu-satunya desa yang telah memiliki SK dan 

struktur organisasi Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas Undaan adalah 

Desa Terangmas. Monitoring dan evaluasi sudah dilakukan secara rutin baik 
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dari pihak Puskesmas maupun Dinas Kesehatan. Sistem pelaporan ada dua 

macam yaitu laporan offline dan online di Web Kemenkes RI. 

5) Dukungan Elite politik dari segi politik dan sosial sudah ada, akan tetapi dari 

segi ekonomi masih belum ada. Dukungan masyarakat sudah sangat baik. 

6) Sikap, komitmen dan tanggungawab pelaksana yaitu kader Posbindu, Bidan 

Desa, dan pemegang program Posbindu PTM Puskesmas Undaan sudah cukup 

baik. 

6.2 SARAN 

Berdasarkan hasil kesimpulan dan analisis data yang dilakukan peneliti 

terhadap pelaksanaan program Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas 

Undaan, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut: 

6.2.1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus 

1) Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program 

Posbindu PTM di seluruh puskesmas, terlebih dengan puskesmas yang belum 

aktif melakukan kegiatan posbindu. Agar dapat memecahkan permasalahan 

bersama-sama dan mencari tahu solusi yang terbaik. 

2) Memberikan penghargaan atau hadiah untuk Posbindu PTM terbaik, agar 

masing-masing Posbindu PTM desa/kelurahan termotivasi untuk meningkatkan 

kinerjanya. 

3) Memberikan sosialisasi kepada para pemangku kebijakan daerah tentang 

program Posbindu PTM, agar memberikan dukungan penuh terhadap program 

tersebut. 
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6.2.2. Bagi Puskesmas Undaan 

1) Memberikan sosialisasi kepada para pemangku kebijakan setempat di wilayah 

kerja Puskesmas Undaan baik kepada pemerintah desa maupun kecamatan 

terkait program Posbindu PTM, agar memberikan dukungan penuh terhadap 

program tersebut. 

2) Meningkatkan koordinasi lintas sektor terutama dengan desa yang belum 

menjalankan kegiatan Posbindu PTM secara aktif. 

3) Memberikan pelatihan kepada kader tentang cara pengisian buku KMS FR-

PTM dan menu PMT. 

4) Menganggarkan dana untuk pengadaan buku KMS FR-PTM dan PMT.  

6.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

1) Melibatkan kelompok target/sasaran menjadi narasumber penelitian. 

2) Melakukan observasi secara langsung terhadap kegiatan Posbindu PTM. 

3) Menggunakan pendekatan teori lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini 

seperti jenis pekerjaan dan budaya yang dapat mempengaruhi implementasi 

program Posbindu PTM. 
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